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Abstrak 

Judul Penelitian skripsi ini adalah Penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana 
prekursor narkotika. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yakni untuk mengetahui prosedur 

penetapan tersangka DPO dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana 
prekursor narkotika, mengetahui hambatan penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan dalam 

penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika dan 
mengetahui upaya penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan dalam penyidika n terhadap 

pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika. Hasil penelitian ini menunjukkan 

Prosedur penetapan tersangka DPO dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan 
tindak pidana prekursor narkotika dimulai dari penetapan dasar hukum penyidikan dan melakukan 

tahap penyidikan, yang meliputi melakukan perencanaan, menetapkan tujuan dan sasaran, 
melakukan proses penyidikan sampai dengan penggeledahan barang bukti. Hambatan penyidik 

Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan 
tindak pidana prekursor narkotika adalah kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat untuk mau 

bekerjasama dengan aparat penegak hukum terkait adanya temuan indikasi penyalahgunaan 

prekursor narkotika, kendala saat melakukan interogasi pada tersangka ketika sakau serta 
keterbatasan sarana dan fasilitas penyidikan.Upaya penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda 

Aceh dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika 
meliputi melakukan pelacakan tersangka secara tuntas, menjalin kerjasama dengan instansi terkait, 

melakukan razia secara intens dan mempublikasikan kepada masyarakat melalui humas yang 
ada.Adapun saran dari penelitian ini adalah Disarankan kepada masyarakat untuk i kut berpartisipasi 

dalam menemukan tersangka yang ditetapkan dalam DPO dan disarankan kepada kepolisian untuk 
menyediakan Laboratorium Forensik di Medan guna memudahkan proses penyidikan. Disarankan 

Kepada kepolisian untuk mengeluarkan peraturan kepolisian yang baru terkait tenggang waktu 

dalam pemanggilan tersangka DPO agar tiada celah bagi DPO untuk melarikan diri. Perlu dipikirkan 
peningkatan secara terus menerus tentang cara-cara yang diperlukan dalam membantu proses 

penyelidikan dan penyidikan guna memberikan titik terang suatu kejahatan narkoba melalui barang 
bukti seperti dibuatkan suatu buku tentang jenis-jenis obat Psikotropika dan buku ini disebarkan 

kepada masyarakat luas dan diharapkan masyarakat dapat menginformasikan kepada pihak yang 
berwenang tentang adanya peredaran obat- obatan tertentu setelah mengetahui jenis obat itu dilarang 

untuk diedarkan. 
Kata Kunci: Tindak Pidana, Penegakan Hukum, Prekursor Narkotika  
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berdasarkan atas hukum (rechtstaat) 
dan tidak berdasarkan atas kekuasaan 
(machtstaat). Hukum berfungsi untuk 
mengatur hubungan antara manusia 
yang satu dengan manusia lainnya 
dan hubungan antara manusia dan 
negara agar segala sesuatunya berjalan 
dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan 
hukum adalah untuk mencapai 
kedamaian dengan mewujudkan 
kepastian hukum dan keadilan di 
dalam masyarakat.  

Kepastian hukum menghendaki 
adanya perumusan kaedah-kaedah 
dalam peraturan perundang- 
undangan itu harus di laksanakan 
dengan tegas. Oleh sebab itu semua 
masyarakat Indonesia sangat 
mengharapkan hukum ditegakkan 
dan tidak boleh memihak kepada 
siapapun.Negara Indonesia adalah 
negara yang berdasarkan hukum, 
yang mengandung makna bahwa 
segala tindakan serta pola tingkah 
laku setiap warga negaranya harus 
sesuai dengan norma-norma dan 
ketentuan- ketentuan yang diatur oleh 
negara. Apabila berbicara masalah 
hukum, maka akan dihadapkan 
dengan hal-hal yang berkaitan dengan 
kegiatan pergaulan hidup manusia di 
masyarakat yang diwujudkan sebagai 
proses interaksi dan interrelasi antara 
manusia yang satu dengan manusia 
yang lainnya didalam kehidupan 
bermasyarakat. 

Tindakan pidana adalah suatu 
perbuatan yang melawan/melanggar 
hukum yang telah ditentukan. Dimana 
hukum yang telah ditentukan terdapat 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP). Penghancuran dan 
pengrusakan barang merupakan salah 
satu perbuatan pidana yang termuat 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). Tindakan ini terdapat 
beberapa unsur, macam-macam, dan 
sanksinya, perbuatan melawan hukum 
ini mempunyai nilai resiko yang 
tinggi, disamping masa hukum 
penjaranya (sanksi) juga mempunyai  
akibat yang fatal dikarenakan 
penghancuran dan perusakan dapat 
merugikan orang lain yang telah 
menjadi korbannya. Pada dasarnya, 
perusakan barang milik orang lain 
sangat merugikan pemilik barang, 
baik barang yang dirusak tersebut 
hanya sebagian saja atau seluruhnya, 
sehingga pemilik barang tersebut 
tidak dapat menggunakan lagi barang 
miliknya.Selainitubarangyangtelahdir
usakmerupakansesuatuyang bernilai 
bagi pemiliknya, dengan terjadinya 
pengrusakan barang ini sangat 
mengganggu ketenangan pemilik 
barang. Perbuatan merusak barang  
milik orang lain merupakan suatu 
kejahatan. Setiap kejahatan atau 
pelanggaran yang terjadi tidak hanya 
dilihat dari sudut orang yang 
melakukan kejahatan, akan tetapi 
dalam kasus-kasus tertentu juga dapat 
dilihat dari sudut korban sebagai 
orang yang dirugikan dalam tindak 
pidanatersebut. 

Tindak pidana kejahatan yang 
dilakukan perseorangan atau 
gerombolan membuat kekhawatiran 
dalam masyarakat. Pemerintah 
sebagai pemimpin bangsa sangat 
diharapkan perannya untuk menjaga 
keamanan dan ketertiban dalam 
kehidupan bermasyarakat. Segala 
tindak kejahatan perlu diadili dalam 
persidangan demi terciptanya 
kepastian hukum dalam masyarakat. 

1. Pengertian Tindak Pidana dan 

Unsur-Unsur Tindak Pidana 
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a. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana merupakan 
istilah dalam ilmu hukum yang 
mempunyai pengertian yang abstrak. 
Dalam hukum pidana Belanda dikenal 
dengan “strafbaar feit” yang didalam 
bahasa Indonesia memiliki terjemahan 
dengan berbagai istilah, karena tidak 
ada penetapan penerjemahan istilah 
yang diberikan oleh pemerintah untuk 
istilah tersebut yang menimbulkan 
berbagai pandangan untuk 
menyamakan istilah “strafbaar feit”, 
seperti “peristiwa pidana”, “perbuatan 
pidana”, dan berbagai istilahlain. 
Strafbaar feit adalah kelakuan 
(handeling) yang diancam dengan 
pidana, yang bersifat melawan 
hukum, yang berhubungan dengan 
kesalahan dan yang dilakukan oleh 
orang yang mampu bertanggung 
jawab. Van Hamel merumuskan  
strafbaar feit sebagai kelakuanorang 
(menselijke  gedraging)  yang  
dirumuskan  dalam  wet,  yang 
bersifat melawan hukum, yang patut 
dipidana (strafwaardig) dan dilakukan 
dengan kesalahan. 

Tindak pidana mempunyai 
pengertian yang abstrak dari 
peristiwa-peristiwa yang kongkrit 
dalam lapangan hukum pidana, 
sehingga tindak pidana haruslah 
diberikan arti yang bersifat ilmiah dan 
ditentukan dengan jelas untuk dapat 
memisahkan dengan istilah yang 
dipakai sehari-hari dalam kehidupan 
masyarakat. Tindak pidana 
merupakan suatu dasar yang pokok 
dalam menjatuhi pidana pada orang 
yang telah melakukan perbuatan 
pidana atas dasar pertanggung 
jawaban seseorang atas perbuatan 
yang telah dilakukannya, tapi sebelum 

itu mengenai dilarang dan 
diancamnya suatu perbuatan yaitu 
mengenai perbuatan pidanya sendiri, 
yaitu berdasarkan azas legalitas 
(principle of legality) asas yang 
menentukan bahwa tidak ada 
perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan pidana jika tidak ditentukan 
terlebih dahulu dalam perundang-
undangan, biasanya ini lebih dikenal 
dalam bahasa latin sebagai Nullum 
delictum nulla poena sine praevia lege 
(tidak ada delik, tidak ada pidana 
tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan 
ini berasal dari von feurbach, sarjana 
hukum pidana Jerman.  

Dalam hal ini maka terhadap 
setiap orang yang melanggar aturan-
aturan hukum yang berlaku, dengan 
demikian dapat dikatakan terhadap 
orang tersebut sebagai pelaku 
perbuatan pidana atau pelaku tindak 
pidana. Akan tetapi haruslah diingat 
bahwa aturan larangan dan ancaman 
mempunyai hubungan yang erat, oleh 
karenanya antara kejadian dengan 
orang yang menimbulkan kejadian 
juga mempunyai hubungan yang erat 
pula. Sehubungan dengan hal 
pengertian tindak pidana ini Bambang 
Poernomo, berpendapat bahwa 
perumusan mengenai perbuatan 
pidana akan lebih lengkap apabila 
tersusun sebagai berikut bahwa 
perbuatan pidana adalah suatu 
perbuatan yang oleh suatu aturan 
hukum pidana dilarang dan diancam 
dengan pidana bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut. 

Tindak pidana merupakan 
bagian dasar dari pada suatu 
kesalahan yang dilakukan terhadap 
seseorang dalam melakukan suatu 
kejahatan. Jadi untuk adanya 
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kesalahan hubungan antara keadaan 
dengan perbuatannya yang 
menimbulkan celaan harus berupa 
kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan 
bahwa kesengajaan (dolus) dan 
kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk 
kesalahan sedangkan istilah dari 
pengertian kesalahan (schuld) yang 
dapat menyebabkan terjadinya suatu 
tindak pidana adalah karena 
seseorang tersebut telah melakukan 
suatu perbuatan yang bersifat 
melawan hukum sehingga 
atas`perbuatannya tersebut maka dia 
harus bertanggung jawabkan segala 
bentuk tindak pidana yang telah 
dilakukannya untuk dapat diadili dan 
bilamana telah terbukti benar bahwa 
telah terjadinya suatu tindak pidana 
yang telah dilakukan oleh seseorang 
maka dengan begitu dapat dijatuhi 
hukuman pidana sesuai dengan Pasal 
yang mengaturnya. 

 
METODE PENELITIAN 
1. Jenispenelitian 

Jenis penelitian yang 
dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan yuridis normatif. 
Pendekatan yuridis normatif 
dipergunakan untuk menganalisa 
peraturan perundang-undang15 yang 
berkaitan penyidikan terhadap 
pemufakatan jahat melakukan tindak 
pidana prekursor narkotika. 
2. SifatPenelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif 
analitis yaitu penelitian yang hanya 
semata-mata melukiskan keadaan 
objek atau peristiwanya tanpa suatu 
maksud untuk mengambil 
kesimpulan-kesimpulan yang berlaku 
secara umum. 
3. Jenis Data dan Sumber data 

Jenis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan (library research).Data 
diperoleh melalui beberapa literatur 
berupa buku-buku ilmiah, peraturan 
perundang-undangan dan 
dokumentasi lainnya yang 
berhubungan dengan penyidikan 
terhadap pemufakatan jahat 
melakukan tindak pidana prekursor 
narkotika 

Sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang berupa bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder dan 
bahan hukum tersier yang diperoleh 
melalui: 

a. Bahan hukum primer yaitu 
peraturan perundang-
undangan, dalam penelitian 
ini dipergunakan yaitu Kitab 
Undang-Undang Hukum 
Pidana. 

b. Bahan hukum sekunder yaitu 
berupa buku bacaan yang 
relevan dengan penelitianini. 

c. Bahan hukum tersier misalnya 
ensiklopedia, bahan dari 
internet, bibliografi 
dansebagainya. 

4. Pengolahan dan AnalisisData 

Data yang dikumpulkan 
melalui studi kepustakaan dianalisis 
dengan analisis kualitatif. Analisis 
kualitatif adalah analisa yang 
didasarkan pada paradigma 
hubungan dinamis antara teori, 
konsep-konsep dan data yang 
merupakan umpan balik atau 
modifikasi yang tetap dari teori dan 
konsep yang didasarkan pada data 
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yang dikumpulkan dan berhubungan 
dengan penerapan sanksi pidana 
terhadap pemiliki kendaraan roda 
empat yang memarkirkan kendaraan 
bukan pada sarana parkir. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Tindak Pidana dan Unsur Tindak 
Pidana 

Istilah strafbaar feit adalah 
peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana. 
Sedangkan menurut beberapa ahli 
hukum tindak pidana (strafbaar feit) 
adalah: 

a. Menurut Pompe, “strafbaar feit” 
secara teoritis dapat 
merumuskan sebagai suatu 
pelanggaran norma 
(gangguan terhadap tertib 
hukum) yang dengan sengaja 
ataupun dengan tidak 
disengaja telah dilakukan 
oleh seorang pelaku, di mana 
penjatuhan terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu demi 
terpeliharanya tertib hukum 
dan terjaminnya kepentingan 
hukum. 

b. Menurut Van Hamel bahwa 
strafbaar feit itu adalah 
kekuatan orang yang 
dirumuskan dalam undang-
undang, bersifat melawan 
hukum, patut dipidana dan 
dilakukan dengan kesalahan.  

c. Menurut Indiyanto Seno Adji 
tindak pidana adalah 
perbuatan seseorang yang 
diancam pidana, 
perbuatannya bersifat 
melawan hukum, terdapat 
suatu kesalahan yang bagi 
pelakunya dapat 

dipertanggungjawabkan atas 
perbuatannya. 

d. Menurut E. Utrecht “strafbaar 
feit” dengan istilah peristiwa 
pidana yang sering juga ia 
sebut delik, karena peristiwa 
itu suatu perbuatanhandelen 
atau doen positif atau suatu 
melalaikan natalen-negatif, 
maupun akibatnya (keadaan 
yang ditimbulkan karena 
perbuatan atau melakukan 
itu).  

e. Menurut Moeljatno tindak 
pidana adalah suatu 
perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana 
barang siapa yang melanggar 
hukum.  

f. Menurut Vos adalah salah satu 
diantara para ahli yang 
merumuskan tindak pidana 
secara singkat, yaitu suatu 
kelakuan manusia yang oleh 
peraturan perundang-
undangan pidana diberi 
pidana. 

Berdasarkan beberapa 
pengertian yang diuraikan diatas, 
dapat disimpulkan bahwa tindak 
pidana merupakan suatu perbuatan 
manusia yang bertentangan dengan 
hukum, diancam dengan pidana oleh 
Undang-undang perbuatan mana 
dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan dan dapat 
dipersalahkan pada si pembuat tindak 
pidana. Sesuai dengan beberapa 
definisi diatas terdapat beberapa 
syarat yang dapat ditentukan sebagai 
tindak pidana, yaitu: 

a. Harus ada perbuatan manusia;  
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b. Perbuatan manusia itu 
betentangan dengan hukum;  

c. Perbuatan itu dilarang oleh 
Undang-undang dan diancam 
dengan pidana; 

d. Perbuatan itu dilakukan oleh 
orang yang dapat 
dipertanggung jawabkan; dan  

e. Perbuatan itu harus dapat 
dipertanggung jawabkan 
kepada si pembuat. 

Suatu perbuatan yang melawan 
hukum dan merugikan masyarakat 
belum tentu ia merupakan tindak 
pidana, bila perbuatan itu dilarang 
oleh undang-undang dan pelakunya 
tidak dianca pidana. Misalnya 
pelacuran sebagai perbuatan yang 
merugikan masyarakat, tetapi tidak 
dijadikan larangan pidana. Hal ini 
sukarnya untuk mengadakan rumusan 
yang tepat tentang tepat untuk 
pelacuran dan menjadikan hal ini 
sebagai pencarian dan kebiasaan. 
Untuk menentukan perbuatan mana 
yang dianggap sebagai perbuatan 
pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH 
Pidana dikenal “Azas Legalitas” atau 
yang dikenal dengan adagiumnya 
berbunyi sebagai berikut: “Nullum 
delictum nulla poena lege previa poenali” 
yaitu azas yang menentukan bahwa 
tiap-tiap perbuatan pidana harus 
ditentukan terlebih dahulu oleh 
undang-undang. 

 

SIMPULAN 

Beberapa kesimpulan yang dapat 
diambil dari pembahasan diatas 
adalah: 

1. Prosedur penetapan tersangka 
DPO dalam penyidikan 
terhadap pemufakatan jahat 
melakukan tindak pidana 
prekursor narkotika dimulai 
dari penetapan dasar hukum 
penyidikan dan melakukan 
tahap penyidikan, yang 
meliputi melakukan 
perencanaan, menetapkan 
tujuan dan sasaran, melakukan 
proses penyidikan sampai 
dengan penggeledahan barang 
bukti. 

2. Hambatan penyidik Satuan 
Reserse Narkoba Polresta 
Medan dalam penyidikan 
terhadap pemufakatan jahat 
melakukan tindak pidana 
prekursor narkotika adalah 
kurangnya partisipasi aktif dari 
masyarakat untuk mau 
bekerjasama dengan aparat 
penegak hukum terkait adanya 
temuan indikasi 
penyalahgunaan prekursor 
narkotika, kendala saat 
melakukan interogasi pada 
tersangka ketika sakau serta 
keterbatasan sarana dan 
fasilitas penyidikan. 

3. Upaya penyidik Satuan Reserse 
Narkoba Polresta Banda Aceh 
dalam penyidikan terhadap 
pemufakatan jahat melakukan 
tindak pidana prekursor 
narkotika meliputi melakukan 
pelacakan tersangka secara 
tuntas, menjalin kerjasama 
dengan instansi terkait, 
melakukan razia secara intens 
dan mempublikasikan kepada 
masyarakat melalui humas 
yang ada. 
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